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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Dampak penggundulan hutan akibat penanaman jagung oleh warga desa
Kanca Kecamatan Parado meliputi landasan konseptual dan operasional,
dampak ekologi pengundulan hutan, dan dampak sosial ekonomi. Oleh
karena penggundulan hutan akibat penanaman jagung oleh warga desa
Kanca Kecamatan Parado secara besar-besaran akan berdampak kekeringan
bagi wilayah yang sudah tidak ada hutannya. Karena dengan adanya hutan,
air hujan akan tertampung di akar pohon dan air tersebut dipergunakan
untuk berbagai macam kebutuhan manusia seperti minum, mencuci, mandi,
dan sebagainya. Apabila menebang hutan, maka sebaiknya si penebang
tersebut harus memilih pohon yang tua dan menanamnya kembali dengan
tanaman yang baru lalu melakukan penghijauan.

2. Penanggulangan dampak penggundulan hutan akibat penanaman jagung
oleh warga desa Kanca Kecamatan Parado berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, meliputi  panggunalangan dampak secara yuridis  normatif,
panggunalangan dampak secara sosiologis, dan penegakan hukum oleh

masyarakat setempat
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarakan sebagai
berikut:

1 Pengawasan serta peran aktif pemerintah daerah harus ditingkatkan dalam
rangka mencegah semakin meluasnya perusakan hutan lindung. Diperlukan
adanya penyuluhan untuk masyarakat terutama di wilayah sekitar hutan
mengenai  undang-undang yang mengatur tentang lingkungan  hidup
terutama hutan serta mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari
kerusakan lingkungan hidup terutama hutan. Menjalin kerjasama dengan
masyarakat dan diadakanya pembinaan terhadap masyarakat untuk
bagaimana tata cara kelola hutan yang baik

2 Perlunya penegakan hukum vyang jelas bagi para pelaku/perusak
lingkungan hidup agar menimbulkan efek jera dan di antara 3 sanksi
(pidana, perdata dan administrasi) tersebut tidak adanya tumpang tindih.
Penegakan hukum sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan

menentukan Kriteria baku tentang kerusakan lingkungan.
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